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“Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau
menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil
dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.
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ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Esron Nainggolan”
Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, M.H**
Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum***

Perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan
melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jawab karena
melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik perorangan, perkelompok ataupun
sebuah badan hukum.

Rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam tesis ini adalah
bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
pencemaran lingkungan, apa faktor penyebab pencemaran lingkungan hidup di
Kota Medan, apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana lingkungan hidup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan
perundang-undangan dan metode empiris, yaitu mempelajari literatur-literatur
serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Tindak
Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan teknik

pengumpulan data dilakukan melalui pustaka untuk menelaah data-data sekunder.

* Mahasiswa
** Pembimbing Pertama
*** Pembimbing Kedua
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Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
pencemaran lingkungan hidup bukan merupakan perbuatan yang tidak disengaja,
namun suatu perbuatan yang dilakukan secara sistematis. Pelaku tindak pidana
pencemaran lingkungan hidup tidak hanya perbuatan individu semata, namun juga
disebabkan oleh wewenang jabatan pada sebuah perusahaan/korporasi.
Pencemaran lingkungan hidup di Kota Medan yang terjadi secara signifikan
adalah polusi udara yang disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor,
masih beroperasinya kendaraan bermotor yang tidak laik jalan, kondisi lalu lintas
kota medan dan kurangnya lahan terbuka hijau yang menjadi paru-paru kota.
Sulitnya proses pembuktian yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi
penyebab pencemaran lingkungan dan kurangnya profesionalitas penegak hukum.

Kata Kunci : - Tanggung Jawab

- Tindak Pidana
- Pencemaran Lingkungan
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KATA PENGANTAR

' Dengan Rahmat Tuhan, pertama sekali penulis mengucapkan puji syukur
kehadirat Tuhan, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat
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pula dukungan dari seluruh keluarga dan saudara-saudara penulis terutama
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup mempunyai penyangga perikehidupan yang sangat
penting. Pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan
Keberadaannya untuk keseimbangan yang dinamis melalui usaha perlindungan
dan rehabilitasi, serta usaha memelihara keseimbangan antara unsur-unsur secara
terus menerus.’

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko
terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan
fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak.
Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang
pada akhirnya mayarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan
manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia
sudzh termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun
pemerintah, vang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis
bzhan kimia, zat radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu
aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan

membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya seperti

' Leden Marpaung, 1996, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya,
Semer Grafika, Jakarta, halaman 4-5
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pencemaran lingkungan melalui polust udara, polusi air, serta kebisingan sehingga
menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan pencemaran terhadap lingkungan
merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut
tanggung jawab karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik
perorangan, perkelompok ataupun sebuah badan hukum,

Sasaran kebijakan lingkungan hidup adalah merupakan perwujudan dari
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan (sustainability) dan berkeadilan seiring peningkatan kesejahteraan
masvarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.?

Pertanggungjawaban dalam hukum sangatlah penting karena dengan
adanva pihak yang bertanggung-jawab maka dapat ditujukan kepada siapa
pelaksanaan tuntutan itu dapat diajukan baik itu permintaan ganti rugi, denda
maupun hal-hal lain yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,
Selain secara keperdataan hukum lingkungan hidup khususnya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
juga memberikan sanksi secara pidana terhadap pelaku pengrusakan lingkungan
hadup.

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab

* Sunoto. Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Bahan Pelatihan
Smslies ¥ehiakan Bagi Pengelolaan Lingkungan, Kantor Menteri Lembaga Linkungan Hidup.
Riora 1997, halaman 10.
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